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ABSTRAK
Pemenuhan akan pangan merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.  Namun masih terdapat permasalahan dalam mewujudkannya diantaranya adalah masalah keamanan pangan dimana prosentasi kasus keracunan makanan masih tinggi. Tujuan riset adalah untuk menganalisa situasi pelaksanaan keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang ada saat ini dan memilih alternatif model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan di Usaha Mikro Kecil (UMK) guna meningkatkan keamanan pangan yang dihasilkannya sehingga terjadi peningkatan kesehatan anak. Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus di lingkungan  Sekolah Dasar. Survey lapangan melibatkan 102 responden untuk memungkinkan dilakukannya analisa situasional dan juga survey pakar untuk memilih model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan pada UMK PJAS dengan AHP. Hasil survey lapangan menunjukkan 91 % responden anak sekolah pernah mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS, selain itu 100 % responden UMK PJAS tidak menggunakan masker dan sarung tangan sebelum mengolah makanan/minuman dan 62 % masih menggunakan air sumur sebagai sumber air untuk produksi PJAS serta 86 % menggunakan Bahan Tambahan Pangan. Hasil survey pakar menunjukkan Model Lima Kunci Pangan Aman (LKPA) terpilih sebagai model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan pada UMK PJAS. 
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ABSTRACT
The case of food safety due to the food borne illness is still high, especially the street food of school children (PJAS).  The objective of this study is to analyze the situation of PJAS’s food safety implementation and to select the food safety model implemented  in the Micro and Small Enterprises (MSE) which produces PJAS.  This study used the Elementary Schools as a case study and used field survey of 102 respondents in enabling the situational analysis and expert panel to select the food safety model through an AHP analysis. The study showed that 91 % of the student respondents have experienced food borne illness after consuming PJAS and 100 %  of the MSEs have never used masker nor hand gloves in their production practices. In addition, 62 % of the MSEs have used water from the well for their PJAS production and 86 % of the MSEs used food additives in their production process.  The result of the AHP analysis by expert panel showed that the Five Keys to Safer Food Model has been assesed to be the most effective and efficient food safety model that should be implemented in MSEs.  	Comment by SONY: Abstrak diubah sehingga total kata di bawah 200 kata
Keywords: Food Safety, Model, MSE, PJAS

[bookmark: _Toc413270084]

PENDAHULUAN	Comment by SONY: Isi artikel (pendahuluan sampai referensi) double spasi
Di dalam pertimbangan pada Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan akan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sistem pangan nasional Indonesia harus terus dikembangkan mengikuti perkembangan populasi manusia dan aneka tuntutannya. Sistem pangan Indonesia, tidak hanya dituntut untuk memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup (nutritionally adequate), tetapi juga aman (safe). Dengan semakin meningkatnya status sosial dan pendidikan masyarakat, maka hal ini mengakibatkan meningkatnya pula kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mutu, gizi dan keamanan pangan dalam upaya menjaga kebugaran dan kesehatan masyarakat (Hariyadi 2007).
Masalah keamanan pangan akibat keracunan makanan (food borne illness) terus menjadi isu global dimana terjadi sekitar 76 juta kasus di Amerika dan sekitar 70 ribu kasus di Inggris setiap tahunnya (Fielding dkk 2011).  Masalah keamanan pangan ini, selain karena masih banyaknya kasus keracunan makanan, juga karena masih rendahnya pengetahuan pangan dan tanggung jawab produsen  serta masih rendahnya kepedulian konsumen tentang mutu dan keamanan pangan.  Selain itu juga karena masih ditemukannya produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan seperti penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) di atas ketentuan, cemaran kimia berbahaya, cemaran patogen dan tidak adanya pencantuman masa kadaluarsa.
Di Indonesia, secara formal nilai strategis dari mutu, gizi dan keamanan pangan ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1996 dan diubah dengan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keamanan pangan ini, pengamanan pangan di lapangan belum berjalan efektif terutama pada industri makanan kecil dan menengah karena terbatasnya pengawasan dari instansi terkait.  Hal ini menyebabkan banyak industri makanan kecil dan menengah yang tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya.  Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan verifikasi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) oleh BPOM yang dilakukan Sucofindo pada 1328 Sekolah Dasar di 18 propinsi di Indonesia tahun 2008 (Sucofindo 2008) menunjukkan tingkat penyalahgunaan bahan berbahaya pada PJAS di Indonesia adalah :	Comment by SONY: Diperbaiki landasan hukumnya sejak awal dibuatnya undang-undang
(1) terdapat penyalahgunaan formalin dan boraks pada produk makanan utama dan makanan ringan.  	Comment by SONY: Meringkas penjelasan sehingga hanya kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dan BTPnya saja yang diangkat
(2) terdapat penggunaan pewarna yang dilarang yaitu Rhodamin B, Methanil Yellow dan Amaranth pada PJAS yaitu pada kelompok makanan ringan dan minuman.  
(3) ditemukan kadar BTP berlebih pada sampel PJAS di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. 
(4) terungkap cemaran mikrobiologi pada PJAS di Indonesia yang masih tinggi. 
Lebih jauh ditemukan dari hasil pengawasan PJAS secara rutin oleh Badan POM bahwa tingkat jajanan TMS berkisar antara 40-44 % dalam kurun waktu 2008-2010 (BPOM 2011).
Upaya untuk menurunkan angka PJAS yang TMS dan meningkatkan keamanan PJAS dapat dilakukan dengan melakukan penerapan keamanan pangan pada UMK PJAS.  Berdasarkan hasil survey Usaha Kecil dan Menengah pangan di Eropa oleh Dora dkk (2013) menunjukkan bahwa penerapan manajemen mutu pangan (food quality management) seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), International Food Standard (IFS) dan ISO 9001, walaupun tidak dalam bentuk yang utuh, memberikan manfaat.  Manfaat yang diperoleh diantaranya berupa penurunan biaya, komplain pelanggan, peningkatan produktivitas dan laba.
Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan diwajibkan kepada industri pangan, tak terkecuali UMK PJAS,  untuk menjamin keamanan pangan yang dihasilkannya.  Oleh karenanya, sesuai penelitian Dora dkk (2013) UMK PJAS perlu menerapkan keamanan pangan yang dapat memberikan manfaat walaupun tidak diterapkan secara utuh dalam upaya menjamin keamanan PJAS yang dihasilkannya.  Namun Sutojo (1994) mengungkapkan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia memiliki berbagai keterbatasan seperti kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana usaha, struktur organisasi sederhana, jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar, tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sistem akuntansi kurang baik/tidak ada, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya dan margin keuntungan sangat tipis Oleh karenanya penerapan manajemen keamanan pangan pada usahanya akan menghadapi kendala. Perlu dicari alternatif model keamanan pangan yang efektif dan efisien untuk dapat diterapkan di UMK PJAS sesuai dengan situasi dan kondisi keterbatasannya.	Comment by SONY: Mengubah format penulisan agar lebih efisien
Sampai saat ini penelitian yang dilakukan terkait keamanan pangan masih terbatas.  Begitupun di Indonesia, penelitian terkait UMK penghasil dan penjaja PJAS sangat jarang dan bahkan penelitian terkait model keamanan pangan pada UMK PJAS masih belum dilakukan. Di lain pihak urgensinya sudah sangat tinggi karena berdasarkan data BPOM periode 2009-2013, diperkirakan terjadi 10.700 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan di Indonesia dimana 411.500 orang sakit dan 2.500 orang meninggal akibat keracunan pangan  (Kompas, http://print.kompas.com/baca/2015/04/30/Keamanan-Pangan-di-Indonesia-Masih-Bermasalah?utm_source=bacajuga).  Oleh karenanya, tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisa situasi pelaksanaan keamanan PJAS yang ada saat ini dan memilih model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan di Usaha Mikro Kecil (UMK) PJAS dengan mempertimbangkan kondisi yang ada guna menjamin keamanan pangan yang dihasilkannya dimana akhirnya hal ini akan meningkatkan kesehatan anak khususnya anak-anak sekolah.  Pemetaan situasional dan pemilihan alternatif model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan di UMK PJAS ini akan sangat membantu untuk dilakukannya penelitian lanjutan tentang perancangan sistem pembinaan UMK dalam penjaminan keamanan PJAS.	Comment by SONY: Penambahan alasan perlunya dilakukan penelitian ini

METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini dilakukan dengan tahapan analisa kebutuhan, analisa situasional dan pemilihan model keamanan pangan (Gambar 1). Tahapan analisa kebutuhan dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.  Berdasarkan hasil analisa kebutuhan tersebut, diidentifikasi situasi pelaksanaan keamanan PJAS melalui survey lapangan pada tahapan analisa situasional. Berdasarkan hasil analisa situasional dilakukan tahapan pemilihan alternatif model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan di UMK PJAS.
Penelitian analisa situasional dilakukan dengan mengambil studi kasus di lingkungan 6 (enam) Sekolah Dasar di Kota Bekasi baik di lingkungan SD Negeri, SD Swasta maupun Sekolah Ibtidaiyah masing-masing dengan tipologi pedesaan dan perkotaan.  Penelitian melibatkan responden sebagai pelaku yang terkait langsung 
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Gambar 1.  Tahapan Penelitian


dengan PJAS seperti UMK PJAS sebagai pembuat dan penjaja PJAS, anak sekolah sebagai konsumen PJAS, guru sekolah dan orangtua.  Penelitian dilakukan pada kuartal 2 tahun 2015 sampai dengan awal kuartal 3 tahun 2015 melalui survey lapangan dan survey pakar.
Alat analisa yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk menggambarkan situasi dan kondisi pelaksanaan keamanan PJAS saat ini.  Kerangka sampling yang digunakan dalam memilih obyek Sekolah Dasar maupun responden adalah purposive sampling.  Sedangkan dalam pemilihan alternatif model keamanan pangan melalui survey pakar digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).   Hasil pengolahan data yang disajikan mencakup fakta pelaksanaan keamanan PJAS di Sekolah Dasar kota Bekasi dan hasil pemilihan alternatif model keamanan pangan yang diperoleh dari analisa AHP melalui survey pakar berdasarkan alternatif model keamanan pangan yang tersedia.

HASIL
Survey Lapangan
Survey lapangan yang dilakukan dengan mengambil sampel secara purposive di 6 (enam) Sekolah Dasar dan 102 responden yang terdiri dari 29 UMK PJAS, 23 anak-anak sekolah, 23 guru SD dan 27 orangtua murid di Bekasi berhasil memberikan gambaran situasi pelaksanaan keamanan PJAS.  Dengan demikian sampel yang ada sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan karakteristik situasi keamanan PJASnya (Zikmund dkk. 2011).  Adapun latar belakang pendidikan responden adalah sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Latar belakang pendidikan responden
	Responden
	SD
	SMP
	SMA
	Diploma
	≥ S1

	UMK PJAS
	52   %
	31 %
	17 %
	0
	0

	Anak Sekolah
	100 % *)
	0
	0
	0
	0

	Guru
	0
	0
	14 %
	18 %
	68 %

	Orangtua
	15  %
	22 %
	33 %
	15 %
	15 %


Catatan: *) Kelas 3, 4, 5 dan 6 masing-masing 23 %, 36 %, 23 % dan 18 %

Berdasarkan hasil kelompok responden UMK PJAS menunjukkan jenis pangan yang dijual sangatlah bervariasi, adapun pengelompokannya adalah aneka minuman (es cendol, es bungkus instan, es teh, es lilin, es buah, es coklat) sebanyak 21 %, aneka olahan telur (martabak, telur dadar/gulung, mie telur, omlet) sebanyak 21 %, makanan utama (nasi kuning, nasi rames, bihun goreng, mie rebus, burger, bakso) sebanyak 17%, aneka gorengan (batagor, tahu pedas) sebanyak 14%, aneka olahan sagu (aci gulung, sagu goreng, cilok, sagu telur basah) sebanyak 14%, aneka kue (pancong, arum manis, makaroni) sebanyak 10%, produk ekstrusi (chiki) sebanyak 3%. 
Lamanya UMK PJAS berjualan di sekolah, sebanyak 7% menyatakan sudah berjualan selama  kurang dari 2 tahun, sebanyak 26% berjualan selama 2 sampai kurang dari 3 tahun, sebanyak 37% berjualan selama 3 sampai kurang dari 4 tahun, sebanyak 11% berjualan selama 4 sampai kurang dari 5 tahun dan sebayak 19% sudah berjualan selama lebih dari 5 tahun.  Adapun rata-rata laba bersih per hari yang diperoleh 38% dari UMK PJAS menyatakan mendapatkan laba bersih di bawah Rp 50 ribu, 55% menyatakan mendapatkan keuntungan antara Rp 50 ribu sampai di bawah Rp 100 ribu sedangkan sisanya mendapatkan keuntungan di atas Rp 100 ribu per harinya.  Sebanyak 97% UMK PJAS bekerja sendiri sedangkan sisanya yaitu satu penjual cilok masih bekerja secara kelompok.
Hasil dari survey terhadap responden anak sekolah, tampak bahwa uang saku yang digunakan untuk membeli PJAS setiap harinya.  Adapun alasan anak-anak sekolah membeli PJAS adalah karena enak (65 %), bergizi (26 %), murah (22 %), menarik warnanya (4 %) sedangkan 22 % mengatakan alasan lainnya.  Selain itu, sebanyak 65 % anak-anak mengatakan membeli PJAS di penjaja makanan di sekitar sekolah sedangkan sisanya membeli PJAS di kantin sekolah.  Persepsi responden anak-anak terhadap keamanan PJAS, 44 % mengatakan tidak aman, 17 % mengatakan aman dan 39 % mengatakan tidak tahu.  Sedangkan persepsi terhadap kebersihan penjaja PJAS, responden anak-anak sekolah mengatakan 57 % tidak tahu apakah terjaga dengan baik, 26 % tidak terjaga dengan baik dan 17 % mengatakan terjaga dengan baik.  
Lebih jauh hasil penelitian responden anak-anak sekolah menunjukkan bahwa sebanyak 83 % pernah mendapatkan penyuluhan/pembinaan perihal keamanan PJAS sedangkan 17 % dari responden mengatakan tidak pernah.  Penyuluhan ini diperoleh dari pihak sekolah atau guru sekolah (52 %) dan pihak lainnya. Namun pada saat ditanya tentang pengalaman gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS, mayoritas (91 %) mengatakan pernah mengalaminya dan sisanya mengatakan tidak pernah.  Sungguhpun demikian, hanya 41 % dari orangtua yang mendapatkan keluhan dari anak-anak tentang adanya gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS.  Penelitian menunjukan bahwa tidak semua orangtua ataupun anak-anak melaporkan kepada guru tentang adanya gangguan kesehatan tersebut karena responden guru hanya menerima 13 % keluhan tentang gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS.  	Comment by SONY: Meringkas kalimat agar lebih jelas dan efisien
Sebanyak 62 % responden UMK PJAS menggunakan air sumur sebagai sumber air untuk produksinya.  Seluruh responden UMK PJAS tidak pernah menggunakan masker dan/atau sarung tangan dalam proses pembuatan makanan/minumannya namun 93 % UMK PJAS mengaku mencuci tangan mereka sebelum mengolah makanan/minuman.  Selain itu, 93 % UMK PJAS mengatakan tidak pernah mendapatkan penyuluhan/pembinaan mengenai cara pengolahan makanan/minuman yang sehat dan aman. Sebanyak 86 % responden UMK PJAS mengaku menggunakan BTP dimana mayoritas (62%) menggunakannya sebagai penyedap rasa. Sebanyak 93 % responden UMK PJAS membuat makanan/minumannya sendiri.
Sebanyak 78 % dari responden orangtua selalu memberikan uang jajan hampir setiap hari dan sebanyak 52 % dari responden orangtua kadang-kadang membawakan bekal makanan ke sekolah. Selain itu, 65 % dari responden anak-anak membeli jajan dari UMK PJAS di sekitar sekolah, bukan dari kantin.  Sebanyak 65 % dari responden anak-anak membeli PJAS karena enak.  Besarnya uang jajan yang dialokasikan untuk membeli PJAS mayoritas (41 %) berkisar antara Rp. 2,000 sampai kurang dari Rp. 4,000 sedangkan harga per porsi yang ditawarkan penjaja PJAS mayoritas (48 %) ditawarkan dengan harga Rp. 1,000 sampai kurang dari Rp. 2,000. 	Comment by SONY: Memperjelas hasil penelitian
Dari hasil penelitian juga tampak bahwa persepsi keamanan pangan dan kebersihan UMK PJAS di mata responden guru, anak-anak dan orangtua berturut-turut 65 %, 44 % dan 30 % mengatakan bahwa PJAS tidak aman sedangkan untuk kebersihan UMK PJAS mengatakan berturut-turut 43 %, 26 % dan 41 % bahwa kebersihan UMK PJAS tidak terjaga dengan baik.  

Survey Pakar
Berdasarkan kondisi keamanan PJAS yang terjadi saat ini, kepada delapan orang pakar (ahli pembinaan UMK, ahli sistem manajemen, ahli pangan, auditor manajemen keamanan pangan) dimintakan penilaiannya terhadap upaya peningkatan keamanan PJAS melalui Model Keamanan Pangan yang efektif dan efisien pada UMK PJAS dengan pertimbangan aktor yang berpengaruh, faktor yang mempengaruhi, kriteria dalam pemilihan model keamanan pangan serta alternatif model berupa model-model keamanan pangan yang tersedia dengan struktur AHP sebagaimana Gambar 2. 
Pada struktur AHP, aktor yang dipilih adalah yang mempengaruhi langsung keamanan PJAS seperti UMK PJAS sebagai pembuat/penjual PJAS, anak-anak SD sebagai konsumen PJAS, guru sebagai pendidik/penyuluh, orangtua sebagai influencer.  Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ditegaskan bahwa BPOM bertugas sebagai pengawas keamanan pangan, dan Pemda sebagai pemeriksa dan pembina UMK PJAS dan kementerian teknis 
Pemilihan Model Keamanan Pangan yang efektif dan efisien untuk UMK PJAS
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Gambar 2.  Struktur dan hasil AHP

sebagai pembuat kebijakan.
Adapun faktor yang mempengaruhi didasarkan atas proksi hasil studi Ball dkk.(2009) dimana tiga kelompok faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem manajemen keamanan pangan yaitu faktor karakteristik pegawai, sistem produksi dan karakteristik organisasi. Faktor tingkat pengetahuan keamanan pangan dan tingkat kesadaran akan keamanan pangan menjadi proksi karakteristik pegawai, faktor kondisi sarana dan prasarana sanitasi produksi PJAS dan karakteristik produk menjadi proksi sistem produksi sedangkan faktor  kemampuan finansial UMK untuk penerapan keamanan pangan menjadi proksi karakteristik organisasi.
Kriteria yang digunakan dalam struktur AHP ini adalah dengan membandingkan manfaat dan biayanya sebagaimana studi yang dilakukan Yasuda (2010) yang mengukur efisiensi ekonomi terhadap keamanan pangan di Amerika Serikat dengan menggunakan pendugaan rasio manfaat dan biaya.  Biaya pada kriteria ini mempertimbangkan biaya dalam menerapkan model keamanan pangan yang dipilih sedangkan manfaatnya didekati dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh baik oleh UMK PJAS sebagai pembuat/penjaja PJAS maupun manfaat oleh anak-anak sekolah sebagai konsumen.	Comment by SONY: Menambahkan pendapat Yasuda
Pada struktur AHP ini, alternatif model merupakan pilihan Model Keamanan Pangan mana yang paling efektif dan efisien diterapkan pada UMK PJAS dalam upaya peningkatan keamanan PJAS. Pada penelitian ini suatu model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual (Eriyatno dan Larasati 2012).  Oleh karenanya, wujud model akan menjadi kurang kompleks daripada realitas itu sendiri.  Beberapa alternatif model keamanan pangan sudah tersedia di Indonesia diantaranya model yang paling dasar adalah konsepsi higiene sanitasi pangan yang direpresentasikan oleh Model Lima Kunci Pangan Aman (Five Keys to Safer Food) yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2006), Model Cara Pembuatan Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sesuai Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman CPPB-IRT, Model Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010, Model Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) yang dikeluarkan Codex Alimentarius dan Model ISO 22000 yang dikeluarkan oleh ISO.  	Comment by SONY: Menghilangkan kalimat sebelumnya agar lebih jelas sambungam kalimatnya
Hasil penilaian pakar dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan hasil analisa AHP melalui survey pakar dengan menggunakan struktur AHP sebagaimana Gambar 2 diperoleh hasil model Lima Kunci Pangan Aman terpilih sebagai Model Keamanan Pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan pada UMK PJAS berdasarkan prioritas aktor, faktor, kriteria dan alternatif model. Adapun nilai rasio inconsistency dari hasil analisa AHP berada dibawah 10 %.  Dengan demikian hasil perbandingan preferensi ini konsisten (Eriyatno dan Larasati 2013).  	Comment by SONY: Memperjelas hasil analisa dengan menyebutkan model LKPA sebagai model keamanan pangan yang terpilih

PEMBAHASAN
Hal penting yang terungkap dari hasil penelitian adalah sebanyak 91 % dari responden anak-anak sekolah pernah mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS. Namun mekanisme penyampaian keluhan gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS kurang efektif dimana sebagian anak-anak tidak melaporkan hal ini kepada pihak orangtua karena menurut responden orangtua, hanya 41 % dari orangtua yang mendapatkan keluhan tentang adanya gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS.  Begitupun kepada para guru sekolah, tidak semua orangtua ataupun anak-anak melaporkan kepada guru tentang adanya gangguan kesehatan tersebut karena responden guru hanya menerima 13 % keluhan tentang gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi PJAS.  Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluhan atau pembinaan tentang keamanan pangan yang telah dilakukan oleh para guru kepada 83 % responden anak-anak bukan hanya masih belum efektif memberikan informasi keamanan PJAS namun juga keterbukaan informasinya apabila terjadi kasus keracunan PJAS.  Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah informasi tentang keamanan PJAS yang disampaikan pada saat penyuluhan tidak mudah dipahami dan tidak membekas sebagaimana pendapat Efriza (2009) yang melakukan penelitian efektivitas media promosi dalam meningkatkan pengetahuan siswa, guru dan pedagang tentang keamanan pangan.  Hasil penelitian menunjukkan media promosi berupa poster lebih efektif meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan dibanding media leaflet atau komik karena media poster lebih mudah dipahami.  	Comment by SONY: Memperjelas konteks
Pengalaman gangguan kesehatan di atas kemungkinan diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah penggunaan fasilitas produksi yang tidak memadai seperti penggunaan air sumur yang mungkin sudah tercemar karena 62 % responden UMK PJAS menggunakan air sumur sebagai sumber air untuk produksinya.  Selain itu, proses produksi yang kurang higienis dimana seluruh responden UMK PJAS tidak pernah menggunakan masker dan/atau sarung tangan dalam proses pembuatan makanan/minumannya walaupun 93 % UMK PJAS mengaku mencuci tangan mereka sebelum mengolah makanan/minuman.  Atau bisa juga karena penggunaan BTP yang tidak sesuai dengan ketentuan karena 93 % UMK PJAS mengatakan tidak pernah mendapatkan penyuluhan/pembinaan mengenai cara pengolahan makanan/minuman yang sehat dan aman. Sebanyak 86 % responden UMK PJAS mengaku menggunakan BTP dimana mayoritas (62%) menggunakannya sebagai penyedap rasa.  Hal ini sejalan dengan hasil responden anak-anak yang mayoritas (65 %) membeli PJAS karena alasan “enak” sehingga ada kecenderungan UMK PJAS menambah BTP agar dagangannya laku terjual.  Penyuluhan/pembinaan mengenai kesadaran keamanan pangan dan cara pengolahan PJAS yang aman perlu dilakukan langsung terhadap UMK PJAS agar mereka memahami dan dapat menghasilkan PJAS yang aman.  Hal ini penting dilakukan karena tingkat pendidikan UMK PJAS mayoritas (52 %) lulus Sekolah Dasar sehingga pengetahuan dan praktek keamanan pangannya masih terbatas sebagaimana survey Pang dan Toh (2008) bahwa penjaja makanan di Malaysia yang memiliki tingkat pendidikan diploma atau lebih tinggi memiliki pengetahuan maupun praktek keamanan pangan yang lebih baik dibanding mereka yang berlatar belakang pendidikan sekolah lanjutan/tidak berpendidikan formal.	Comment by SONY: Memperjelas alasan penggunaan BTP di atas ketentuan BPOM sehingga diperlukan penyuluhan tentang  kepada UMK PJAS	Comment by SONY: Menambah referensi Pang dan Toh 
Gangguan kesehatan di atas juga tidak terlepas dari peran UMK PJAS sebagai pemasok pangan anak-anak.  Sebanyak 78 % dari responden orangtua selalu memberikan uang jajan hampir setiap hari  sebagai konsekuensi bekal makanan ke sekolah yang kadang-kadang disiapkan oleh orangtua (52 %).  Hal ini yang memicu anak-anak untuk jajan di sekolah dan bahkan 65 % dari responden anak-anak membelinya dari UMK PJAS di sekitar sekolah, bukan dari kantin.  Kondisi seperti ini dapatlah dimengerti karena uang jajan yang dialokasikan untuk membeli PJAS mayoritas (41 %) berkisar antara Rp. 2,000 sampai kurang dari Rp. 4,000 sedangkan harga per porsi yang ditawarkan UMK PJAS sangat menarik yaitu 48 % ditawarkan dengan harga Rp. 1,000 sampai kurang dari Rp. 2,000.  Dengan kondisi seperti ini maka peranan UMK PJAS sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan pangan anak-anak sekolah.  Namun apabila PJAS yang dihasilkannya tidak aman maka hal ini akan berdampak langsung terhadap kesehatan anak-anak.	Comment by SONY: Mengganti kata penjaja PJAS dengan UMK PJAS agar konsisten 	Comment by SONY: Mempertegas dampak apabila PJAS yang dihasilkan tidak aman
Dari hasil penelitian juga tampak bahwa kejadian gangguan kesehatan tersebut juga sejalan dengan tingkat kepercayaan terhadap keamanan PJAS yang cukup rendah. Persepsi keamanan pangan dan kebersihan UMK PJAS cukup rendah dimana responden guru, anak-anak dan orangtua mengatakan berturut-turut 65 %, 44 % dan 30 % bahwa PJAS tidak aman sedangkan untuk kebersihan UMK PJAS mengatakan berturut-turut 43 %, 26 % dan 41 % bahwa kebersihan UMK PJAS tidak terjaga dengan baik.  Tingkat kepercayaan keamanan PJAS ini sangat penting karena masyarakat, baik anak-anak, orangtua maupun guru bisa melakukan himbauan untuk tidak membeli PJAS di sekolah atau anak-anak diberi bekal dari rumah. Hal ini tentunya akan merugikan UMK PJAS.  	Comment by SONY: Menggangti kata penjaja PJAS dengan UMK PJAS agar konsisten
Gangguan kesehatan yang dialami anak-anak menunjukkan bahwa penerapan keamanan pangan pada UMK PJAS sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mengatasinya.  Sebanyak 65 % dari responden anak-anak membeli PJAS karena enak bukan karena pertimbangan keamanan pangannya sehingga keamanan PJAS yang akan dikonsumsi anak-anak sangat penting.  Selain itu, 93 % responden UMK PJAS membuat makanan/minumannya sendiri.  Ditambah lagi, penggunaan air sumur sebagai sumber air untuk pembuatan PJAS serta proses produksi yang kurang higienis seperti tidak dipakainya masker  dan/atau sarung tangan selama proses pembuatan PJAS semakin mendukung perlunya penerapan keamanan pangan pada UMK PJAS.  Rendahnya harga jual PJAS juga berpotensi adanya pemakaian BTP melebihi ketentuan atau bahkan adanya penggunaan bahan kimia yang dilarang sebagaimana pendapat Suratmono (2009) yang melakukan penelitian penggunaan siklamat pada PJAS di Sekolah Dasar (SD) di 26 propinsi.  Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan siklamat pada PJAS tahun 2007 masih cukup tinggi (42.88 %) dimana tingginya penggunaan siklamat ini berhubungan dengan besarnya nilai jual pangan tersebut.  PJAS dengan harga jual rendah menggunakan siklamat di atas batas yang dizinkan sedangkan PJAS dengan harga jual tinggi tidak menggunakan siklamat atau menggunakan siklamat di bawah batas yang diizinkan.  
Hasil penelitian dari survey lapangan di atas dapat digambarkan dengan diagram hubungan sebab akibat sebagaimana Gambar 3.  Dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu didekati secara sistematik melalui penerapan keamanan pangan pada UMK PJAS agar produk PJAS yang dihasilkannya aman.  Namun dengan keterbatasan yang dimiliki UMK PJAS khususnya jumlah tenaga kerja yang 97 % hanya bekerja sendiri dengan tingkat pendidikan pembuat/penjaja PJAS yang mayoritas Sekolah Dasar (52 %) dan skala ekonomi yang kecil dimana 93 % mendapatkan laba bersih harian di bawah Rp 100 ribu, kiranya perlu dipilih alternatif model keamanan pangan yang paling efektif dan efisien diterapkan UMK PJAS.  
Pada hasil pemilihan model keamanan pangan yang efektif dan efisien untuk UMK PJAS dengan menggunakan AHP sebagaimana Gambar 2, hasil survey pakar menunjukan untuk aspek pertimbangan aktor, BPOM memperoleh nilai terbesar (0.256) sehingga dianggap memiliki peran lebih dibanding guru/sekolah, orangtua, dinas Pemda, kementerian teknis dan konsumen dalam pemilihan model keamanan pangan. Terpilihnya BPOM sebagai aktor yang paling berperan dalam pemilihan penerapan 
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Gambar 3. Hubungan sebab akibat keamanan PJAS 

model keamanan pangan pada UMK PJAS dapat disebabkan karena peran BPOM di dalam melakukan pengawasan PJAS di lapangan sangatlah dominan. Selain itu, pertimbangan yang mungkin diberikan adalah karena fungsi BPOM sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2012 dan PP No 28 tahun 2004 adalah sebagailembaga yang bertanggungjawab terhadap pengawasan keamanan pangan dapat mempengaruhi penerapan keamanan pangan UMK PJAS. Hal ini selaras dengan pendapat DiMaggio dan Powell (1983) bahwa organisasi dapat melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan formal maupun non formal yang bisa dianggap sebagai kekuatan, persuasi ataupun ajakan untuk mengikuti organisasi lain baik negara, organisasi atau masyarakat yang lebih luas.
Kondisi sarana dan prasarana sanitasi produksi PJAS merupakan faktor yang lebih penting (0.287) dalam pemilihan model keamanan pangan dibanding faktor tingkat pengetahuan keamanan pangan, karakteristik produk, tingkat kesadaran akan keamanan pangan dan kemampuan finansial UMK untuk penerapan keamanan pangan. Faktor kondisi sarana dan prasarana sanitasi produksi PJAS menjadi faktor utama dalam pemilihan penerapan model keamanan pangan pada UMK PJAS dapat disebabkan karena kondisi sarana dan prasarana sanitasi yang sangat kurang pada UMK PJAS di Indonesia.  Hal ini didukung dengan hasil survey lapangan yang menunjukan bahwa penggunaan air sumur sebagi sumber utama produksi PJAS dan tidak digunakannya sarung tangan dan/atau penutup mulut pada saat produksi PJAS. Selain itu, survei BPOM tahun 2009 di 18 propinsi juga menunjukkan parameter fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi menjadi salah satu masalah bagi Industri Rumah Tangga Pangan (Rahayu dkk 2012).  	Comment by SONY: Menambah referensi Rahayu dkk
Tingkat pengetahuan keamanan pangan menjadi faktor kedua yang dipertimbangkan para pakar, selaras dengan penelitian Yapp dan Fairman (2006) yang menemukan tiga hambatan sentral yang saling terkait yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman, kurangnya kepercayaan terhadap peraturan keamanan pangan dan kurangnya motivasi. Usaha kecil dan menengah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat kurang terhadap peraturan keamanan pangan.  Hal ini akan berdampak kepada pembentukan opini bahwa peraturan keamanan pangan menjadi tidak relevan terhadap keamanan pangan bisnisnya sehingga menimbulkan rasa tidak percaya terhadap peraturan tersebut.  Ketidakpercayaan ini akan membuat motivasi usaha kecil dan menengah dalam memenuhi peraturan keamanan pangan menjadi berkurang.  
Pada aspek kriteria, manfaat penerapan keamanan pangan bagi anak sekolah mendapatkan nilai tertinggi (0.582) sehingga dianggap lebih penting dibanding kriteria manfaat penerapan keamanan pangan bagi UMK PJAS dan kriteria biaya penerapan keamanan pangan oleh UMK PJAS dalam pemilihan model keamanan pangan.  Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan anak menjadi prioritas dibanding aspek manfaat ekonomis bagi UMK PJAS maupun biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerapan model keamanan pangan. 
Hasil final dari analisa AHP melalui survey pakar dalam upaya peningkatan keamanan PJAS adalah terpilihnya Model Lima Kunci Pangan Aman (LKPA) sebagai model keamanan pangan yang lebih efektif dan efisien diterapkan di UMK PJAS dibanding CPPOB, CPPB-IRT, HACCP dan ISO 22000.  Urutan prioritas alternatif model berturut-turut model LKPA, CPPOB, CPPB-IRT, HACCP dan ISO 22000 dengan alternatif model yang terpilih adalah model LKPA dengan nilai 0.332.  Model LKPA terpilih sebagai model keamanan yang paling efektif dan efisien diterapkan pada UMK PJAS dengan mempertimbangan aktor, faktor dan kriteria yang ada.  Hal ini dapat dipahami mengingat UMK PJAS memiliki berbagai kendala seperti jumlah tenaga kerja yang sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas, skala ekonomi yang kecil dan sumberdaya yang dimiliki pun terbatas sehingga akan sulit bagi UMK PJAS untuk menerapkan model keamanan pangan yang lebih kompleks seperti CPPB-IRT dan CPPOB apalagi HACCP maupun ISO 22000. Hal ini diperkuat dengan survey Yapp dan Fairman (2006) terhadap Usaha Kecil dan Menengah Pangan di Inggris yang mengidentifikasi adanya beberapa hambatan di dalam pemenuhan kesesuaian terhadap peraturan keamanan pangan diantaranya kurangnya kesadaran, pengetahuan, waktu dan dana.  Selain itu, pemeriksaan sarana produksi yang dilakukan BPOM selama tahun 2011 menunjukkan baru 54.1 % Industri Rumah Tangga Pangan yang telah menerapkan CPPB dengan baik sedangkan sisanya belum menerapkannya (Rahayu dkk 2012).	Comment by SONY: Meringkas kalimat agar lebih jelas	Comment by SONY: Menambah referensi Rahayu dkk
Model LKPA adalah model yang paling dasar dalam konsepsi higiene sanitasi pangan yang merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya dan kebersihan lingkungan dari subyeknya.  Lima kunci pangan yang lebih aman tersebut adalah:
1. Jaga kebersihan, misalnya mencuci tangan sebelum memasak atau kontak dengan bahan pangan, mencuci tangan setelah dari kamar kecil, mencuci dan sanitasi semua peralatan yang akan digunakan untuk memasak, 	Comment by SONY: Menyederhanakan kalimat agar total kata dalam “main text” di bawah 5000 kata
2. Pisahkan bahan mentah dan pangan yang matang, misalnya memisahkan daging mentah dari bahan pangan lainnya, menggunakan peralatan dapur yang berbeda untuk menangani bahan pangan mentah, menyimpan pangan di dalam wadah yang terpisah,
3. Masak secara seksama, misalnya memasak daging, hasil laut, telur dengan seksama, memasak pangan berupa sup sampai suhu 700 C, memanaskan kembali pangan dengan seksama.
4. Jaga suhu pangan, misalnya tidak meninggalkan pangan matang pada suhu kamar lebih dari 2 jam, memasukan pangan matang dan pangan yang mudah rusak ke dalam lemari es dengan suhu di bawah 50 C, menjaga pangan siap saji bersuhu di atas 600 C pada saat dihidangkan,
5. Gunakan air dan bahan yang aman, misalnya menggunakan air yang bersih dan aman diminum untuk memasak, memilih pangan yang segar dan utuh, menggunakan BTP yang aman sesuai ketentuan, mencuci buah dan sayuran dengan air bersih dan aman, tidak menggunakan pangan yang kadaluwarsa.
Perlu diteliti lebih jauh tentang sistem pembinaan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah agar UMK PJAS dapat menerapkan model tersebut berdasarkan pertimbangan peran aktor, kepentingan faktor dan kriterianya karena peningkatan pengetahuan tentang keamanan pangan tidak serta merta menjamin keberhasilan penerapannya. Walaupun peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dengan dukungan materi pelatihan berupa training booklet, tayangan presentasi, video dan demonstrasi secara praktis (Soon dan Baines 2012).  Namun dengan menggunakan Theory of Planned Behaviour terbukti bahwa pengetahuan tentang keamanan pangan yang dimiliki tidak serta merta mengubah perilaku terhadap pengelolaan keamanan pangan.  Hal ini dikarenakan adanya faktor sikap, norma pokok (subjective norm) dan perasaan adanya kontrol perilaku (perceived behavioral control)  yang memengaruhi maksud suatu perilaku, selanjutnya akan memengaruhi perilaku.  Oleh karena itu, perlu diteliti lebih jauh sistem pembinaan UMK dalam penjaminan keamanan PJAS dengan menggunakan model Lima Kunci Pangan Aman sebagai acuan penerapan model keamanan pangannya. 

KESIMPULAN
Keluhan gangguan kesehatan yang dialami anak-anak sekolah setelah mengkonsumsi PJAS tidak selalu disampaikan kepada orangtua ataupun guru.  
Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan tersebut adalah karena higiene sanitasi pangan yang kurang memadai.  Hal ini juga tercermin dari tingkat kepercayaan baik oleh anak-anak, orangtua maupun guru sekolah terhadap keamanan PJAS yang cukup rendah.  
Dibutuhkan penerapan model keamanan pangan pada UMK PJAS sebagai salah satu cara untuk menjamin keamanan PJAS yang dihasilkannya sehingga dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi terjadinya kasus gangguan kesehatan anak-anak setelah mengkonsumsi PJAS.
Namun demikian, perlu diteliti lebih jauh sistem pembinaan UMK dalam penjaminan keamanan PJAS dengan menggunakan Model Lima Kunci Pangan Aman yang terdiri dari kegiatan menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan pangan yang matang, memasak secara seksama, menjaga suhu pangan serta menggunakan air dan bahan yang aman sebagai acuan penerapan model keamanan pangan di UMK PJASnya.
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